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ABSTRAK Perdagangan satwa liar yang dilindungi masih menjadi persoalan serius dalam 
penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, termasuk kasus terdakwa yang 
sengaja menyimpan dan memperniagakan kucing kuwuk (Prionailurus bengalensis) 
dalam Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim 
serta kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan modern. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan 
filosofis. Secara yuridis, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang 
perdagangan satwa liar dilindungi dan menyatakan terdakwa memenuhi unsur 
tindak pidana tersebut. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan latar 
belakang pelaku yang masih muda dan berstatus mahasiswa serta dampak sosial dan 
lingkungan dari tindakannya. Aspek filosofis menekankan nilai keadilan dan 
kemanfaatan hukum yang mendukung pembinaan dan rehabilitasi pelaku, 
mencerminkan tujuan pemidanaan preventif, korektif, dan restoratif dengan 
pendekatan hukum yang substansial dan ekologis. Penulis menyarankan hakim 
mengutamakan keadilan korektif dan restoratif yang berorientasi pada pembinaan, 
terutama bagi pelaku muda, agar penjatuhan pidana mendidik tanpa mengorbankan 
masa depan pelaku. Selain itu, pemerintah dan lembaga konservasi seperti BKSDA 
disarankan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam aspek 
preventif melalui penyuluhan hukum dan edukasi lingkungan kepada masyarakat di 
wilayah rawan perdagangan satwa liar. 

Kata kunci Pertimbangan Hakim, Niaga Kucing Kuwu, Tindak Pidana.  
  
ABSTRACT The illegal trade of protected wildlife remains a serious issue in the enforcement of 

environmental law in Indonesia, as exemplified by the case of a defendant who 
intentionally kept and traded the leopard cat (Prionailurus bengalensis) in Decision 
Number 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk. This study employs a normative and empirical 
juridical approach to examine the legal considerations of the judges and the alignment 
of the verdict with the objectives of modern criminal sentencing. The findings reveal 
that the judges’ considerations were based on juridical, sociological, and philosophical 
aspects. Juridically, the judges referred to Law Number 5 of 1990 concerning the 
Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, which explicitly 
prohibits the trade of protected wildlife and found that the defendant’s actions fulfilled 
the elements of the crime. Sociologically, the judges took into account the defendant’s 
background as a young university student and the social and environmental impacts of 
the offense. Philosophically, the decision emphasized the values of justice and legal 
utility that support the rehabilitation and guidance of the offender, reflecting 
preventive, corrective, and restorative sentencing objectives with a substantive and 
ecological legal approach. The author recommends that judges prioritize corrective 
and restorative justice focused on rehabilitation, especially for young offenders, so that 
sentencing is educational and does not jeopardize the offender’s future. Furthermore, 
it is advised that the government and conservation agencies such as the Natural 
Resources Conservation Agency (BKSDA) enhance collaboration with law enforcement 
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in preventive measures through legal outreach and environmental education for 
communities in areas vulnerable to wildlife trade. 

Keywords Judicial Consideration, Leopard Cat Trade, Criminal Offense. 

 
1.  PENDAHULUAN  

 
Badan Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola 

dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. 
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih 
sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 
yaitu; sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati / abiotik. 
Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber 
daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama 
dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. (Tri 
Andrisman. 2013)  

Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beraneka aneka ragam ini terdapat 
berbagai macam hewan atau satwa, seperti gajah sumatera, trenggiling, penyu, Kucing 
kuwuk dan binatang lainnya yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia, termasuk 
baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan di seluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia merupakan satwa yang harus di lindungi  Di dalam Undang-Undang  
Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, 
dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup 
bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa dilindungi sering kali menghadapi 
ancaman dari aktivitas manusia, termasuk perburuan dan perdagangan ilegal, serta 
kehilangan habitat akibat penggundulan hutan dan perubahan iklim, upaya bersama dari 
pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga 
keberlanjutan satwa-satwa dan ekosistem mereka.  

Kegiatan perburuan dan jual beli secara illegal terhadap satwa tertentu menyebabkan 
satwa tersebut langka yang bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah 
dimulai sejak manusia ada dimuka bumi namun perburuan binatang pada zaman itu 
bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini perburuan satwa tidak 
sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, 
obatobatan bahkan untuk kosmestik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan 
yang sangat besar terlebih untuk satwa yang langka, semakin langka hewan itu semakin 
mahal harganya, tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, 
pembalakan liar dan pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa 
langka tersebut. (Arbijoto. 2010)  

Perlindungan terhadap satwa liar termasuk kucing kuwuk. Dari kasus penyelundupan 
dan perdagangan kucing kuwuk secara ilegal yang terjadi. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan kajian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 
perlindungan satwa ini, khususnya tindak pidana dengan sengaja menyimpan dan 
memperniagakan kucing kuwuk yang diatur dalam Undang- undang tersebut. Kucing 
Hutan atau Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis) adalah kucing liar kecil Asia dan 
banyak ditemukan di kawasan hutan. Pada tahun 2022, kucing hutan telah terdaftar 
dalam spesies Risiko Rendah oleh International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), sebab terancam 
kehilangan habitat dan banyaknya perburuan di beberapa persebaran. Persebaran kucing 
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hutan dari wilayah Amur di Timur Jauh Rusia sampai ke Semenanjung Korea, China, 
Indochina, Subkontinen India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia.  Berdasarkn Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Kucing Hutan atau Kucing Kuwuk 
(Prionailurus bengalensis) termasuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi nomor 58. 
(Barda Nawawi Arief. 1984)  

Kucing kuwuk memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator alami yang 
menjaga keseimbangan ekosistem. Perburuan dan perdagangan ilegal juga jadi ancaman 
besar. Banyak yang mengira kucing kuwuk bisa dijadikan peliharaan karena ukurannya 
kecil dan terlihat lucu. Padahal, mereka bukan kucing yang dapat dipelihara 
perseorangan. Namun kenyataannya, meskipun sudah dilindungi secara nasional dan 
internasional, perdagangan kucing kuwuk secara ilegal baik domestik maupun 
internasional masih marak terjadi. Berbagai modus operandi dilakukan mulai dari 
penyelundupan di perbatasan negara hingga melalui jalur udara internasional. Hal ini 
tentu saja memicu ancaman kepunahan di alam liar.  

Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari- hari, satwa lindung 
memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Upaya pencegahan perilaku-perilaku manusia 
tersebut dilakukan dengan Konservasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi. 
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang 
dilarang untuk: (Marpaung Leden. 2009)  

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, 
dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; 

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan mati; 

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain 
di dalam atau di luar Indonesia; 

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain 
satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dibuat dari bagian- bagian tersebut 
atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau 
di luar Indonesia; dan 

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki 
telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 

Sanksi pidana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 
tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa: 

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00(serratus juta rupiah)”.  
Perniagaan satwa merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas satwa tersebut, aparat hukum sebagai 
penegak hukum dalam menangani kasus pemeliharaan satwa liar tanpa izin tersebut, 
serta kita sebagai masyarakat, dalam hal ini ikut serta melindungi dan menjaga 
lingkungan kita baik itu tumbuhan maupun satwa, agar keseimbangan ekosistem terjaga, 
dan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita sebagai manusia yang sama-
sama mendiami bumi ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk 
melindungi satwa yang dimanfaatkan demi kepentingan perekonomian manusia, hal ini 
tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan satwa. Pada kenyataannya, 
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pemeliharaan terhadap satwa tersebut sering kali mengabaikan kesejahteraan hewan itu 
sendiri. (Martitah. 2013)  

Contoh kasus terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi yang seharusnya tidak 
boleh disimpan dan diperjual belikan, seperti seperti kasus satwa kucing kuwuk yang 
termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi karena populasinya yang hanya tersebar 
sedikit di dunia dan dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem. yang 
akhirnya harus berurusan dengan hukum dan harus diselesaikan di Pengadilan. 
Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah memutuskan dengan putusannya Nomor 
217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk. Terdakwanya adalah Ivan Putra (23 Tahun). Yang oleh Jaksa 
Penuntut Umum didakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “dengan sengaja mangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 
hidup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) 
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Ekologi Birokrasi. 2023)  

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN PUTRA Bin (Alm) AANG PUTRA dengan 
pidana penjara 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000., (lima juta 
rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan, karena meskipun terdakwa 
mengetahui jika menjual satwa yang dilindungi dilarang namun terdakwa tetap 
menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dengan cara menjual di social 
media yaitu facebook miliknya. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta- fakta yang terungkap 
di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan 
amar putusannya : Menyatakan Terdakwa Ivan Putra Bin (alm) Aang Putra telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja 
menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan; 
menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda 
sejumlah Rp. 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 bulan.  

Dalam konteks ini, permasalahan yang muncul ialah ketika putusan hakim dinilai tidak 
mencerminkan tujuan pemidanaan yang ideal, yaitu memberikan efek jera (deterrent 
effect), memperbaiki pelaku (reformation), serta melindungi masyarakat (protection). Hal 
ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 
217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk atas nama terdakwa Ivan Putra, yang meskipun terbukti 
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan 
dan memperniagakan satwa dilindungi berupa kucing kuwuk, hanya dijatuhi pidana 
penjara selama 6 bulan dan denda Rp5.000.000 subsidiair 1 bulan kurungan. 

Kucing kuwuk atau kucing hutan (Prionailurus bengalensis) merupakan salah satu 
satwa liar yang masuk dalam daftar satwa dilindungi sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Perlindungan 
terhadap kucing kuwuk sangat krusial karena selain merupakan predator alami dalam 
rantai makanan yang menjaga keseimbangan ekosistem, populasi mereka juga semakin 
terancam akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tindakan 
memperniagakan satwa dilindungi merupakan tindak pidana yang dapat dipidana 
maksimal 5 tahun dan denda Rp100.000.000 (Pasal 40 ayat (2)). (Achmad Santosa. 2019)  

Namun dalam praktiknya, vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana ini justru 
berpotensi membuka celah bagi keberulangan tindak pidana serupa. Putusan yang terlalu 
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lunak dapat menurunkan daya perlindungan hukum terhadap satwa langka, serta 
bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis dan konsep pemidanaan progresif. Oleh 
karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dasar pertimbangan hakim dalam perkara 
tersebut: apakah hakim benar-benar telah memperhatikan dampak ekologis dari 
perbuatan terdakwa, niat jahatnya, serta nilai ekonomi dari satwa yang diperjualbelikan. 

i 
 i 
2. i i i i iMETODE iPENELITIAN i 

 
Metode ipenelitian iini idirancang iuntuk imemperoleh idata iyang iakurat idan iobjektif 

imelalui ipendekatan iyuridis inormatif idan iyuridis iempiris. iPendekatan iyuridis inormatif 

idilakukan idengan imenelaah inorma, iaturan, idan iperaturan iperundang-undangan iyang 

irelevan, iserta iteori idan iliteratur iyang iberkaitan idengan ipermasalahan ipenelitian. 

iSementara iitu, ipendekatan iyuridis iempiris idilakukan idengan imengumpulkan idata iprimer 

imelalui iwawancara idan iobservasi ilangsung ikepada inarasumber iyang iterkait, iseperti 

ihakim, ijaksa, idan iakademisi. iData iyang idigunakan iterdiri idari idata iprimer iyang idiperoleh 

idari istudi ilapangan idan idata isekunder iyang iberasal idari istudi ipustaka, itermasuk ibahan 

ihukum iprimer, isekunder, idan itersier. i(Moeljatno. i2008) i 
Sumber idata ipenelitian imeliputi idokumen ihukum, iarsip, idan iliteratur iyang iberkaitan 

idengan itindak ipidana iperdagangan isatwa iliar, iserta iwawancara idengan inarasumber iyang 

idipilih isecara ipurposif, iyaitu ihakim iPengadilan iNegeri iTanjung iKarang, ijaksa ipenuntut 

iumum, idan idosen ihukum ipidana. iPengumpulan idata isekunder idilakukan imelalui istudi 

ipustaka idengan imembaca idan imenelaah iperaturan iperundang-undangan idan iliteratur 

ihukum, isedangkan idata iprimer idiperoleh imelalui iobservasi idan iwawancara isistematis 

iyang ibertujuan imenggali iinformasi imendalam iterkait ipermasalahan iyang iditeliti. i(Andi 

iHamzah. i2018) i 
Setelah idata iterkumpul, itahap ipengolahan idata idilakukan idengan iseleksi, iklasifikasi, 

idan isistematisasi idata iagar imudah idianalisis. iAnalisis idata idilakukan isecara iyuridis 

ikualitatif idengan imenguraikan idan imemberikan idefinisi iterhadap idata iberdasarkan 

ikenyataan idi ilapangan, isehingga imenghasilkan ijawaban iilmiah idan isistematis iterhadap 

irumusan imasalah ipenelitian. iProses iini ibertujuan iuntuk imengkaji isecara ikomprehensif 

idasar ipertimbangan ihakim idalam iputusan iserta ikesesuaian iputusan idengan iprinsip 

ipemidanaan imodern. 
 i 
 
 i 
3. i i i iHASIL iDAN iPEMBAHASAN i 

 
3. 1 Dasar iPertimbangan iHakim idalam iMemberikan iPutusan iterhadap iTindak 

iPidana idengan iSengaja iMenyimpan idan iMemperniagakan iSatwa iKucing iKuwuk 

iyang iDilindungi i(Putusan iNomor i217/Pid.B/LH/2023/PN iTjk) 
Pertimbangan ihakim imemegang iperanan ipenting isebagai ilandasan iutama idalam 

imengambil ikeputusan iatas isuatu iperkara. iPertimbangan iini itidak ihanya ibersifat iformal 

iatau iyuridis isemata, itetapi ijuga imencakup iaspek isosiologis idan ifilosofis iyang 

imencerminkan ikonteks isosial idan inilai-nilai ikeadilan iyang ihidup idalam imasyarakat. 

iMenurut iR. iSoesilo, ipertimbangan ihakim iadalah iwujud idari ikebijaksanaan ihakim idalam 

imenafsirkan idan imenerapkan ihukum isecara iadil idan ibenar isesuai idengan ifakta idan 

ikeadaan iperkara iyang idihadapi. i iPertimbangan ihakim iharus idapat imenjawab isecara 

ikomprehensif imengenai iunsur-unsur ihukum, ikeadaan isosial ipelaku, iserta itujuan 

ipemidanaan iyang ihendak idicapai. 
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Aspek iyuridis imenjadi ifondasi iutama idalam ipertimbangan ihakim ikarena iberkaitan 

ilangsung idengan ipenerapan inorma ihukum iyang iberlaku. iHakim iharus imemastikan 

ibahwa iputusan iyang idijatuhkan isesuai idengan iketentuan iperundang-undangan iyang 

irelevan idan itidak imenyimpang idari iasas ilegalitas. i iSebagaimana iditegaskan ioleh iAndi 

iHamzah, ihakim idalam imemutus iperkara iharus iberpegang iteguh ipada iketentuan ihukum 

ipositif, imenghindari isubjektivitas iyang iberlebihan, iserta imenjaga ikonsistensi idalam 

ipenegakan ihukum iagar iputusan idapat iditerima isecara isah idan iadil. i iDalam ikasus itindak 

ipidana iperlindungan isatwa, ipenerapan iaturan ihukum iyang itepat imenjadi ikrusial iuntuk 

imenjamin ikeberlanjutan ikonservasi idan iperlindungan iekosistem. i(Sudarto. i1986) i 

Selain iaspek iyuridis, ipertimbangan ihakim ijuga imencakup idimensi isosiologis iyang 

imengacu ipada ikondisi isosial iterdakwa idan imasyarakat iluas. iHal iini isejalan idengan iteori 

ihukum isosiologis iyang imenekankan iperlunya ipenyesuaian ihukum iterhadap irealitas 

isosial idemi iterciptanya ikeadilan iyang isubstantif. i iMenurut iSatjipto iRahardjo, ihakim iharus 

imelihat ikasus idari iperspektif isosial iagar iputusan itidak ihanya imenghukum, itetapi ijuga 

imemberikan isolusi iyang ikonstruktif ibagi ipelaku idan imasyarakat. iDimensi ifilosofis idalam 

ipertimbangan ihakim iberfokus ipada inilai-nilai ikeadilan, ikemanusiaan, idan itujuan ihukum 

isecara imenyeluruh. iFilosofi ihukum imengajarkan ibahwa ihukum iharus imenjunjung itinggi 

iasas ikeadilan isubstantif idan ikeseimbangan iantara ihak idan ikewajiban isetiap ipihak. i iHal iini 

idiungkapkan ipula ioleh iSatjipto iRahardjo ibahwa ihukum itidak iboleh isemata-mata imenjadi 

ialat ipembalasan, itetapi iharus imampu imendorong iperubahan ipositif idalam iperilaku 

ipelaku idan ipemulihan iharmoni isosial. i iDalam ikonteks iputusan iperlindungan isatwa, iaspek 

iini imengandung inilai ietika iyang imenuntut iperlindungan iterhadap imakhluk ihidup idan 

ilingkungan isebagai ibagian idari itanggung ijawab ibersama. 
Ketiga iaspek itersebut iyuridis, isosiologis, idan ifilosofis ipertimbangan ihakim imenjadi 

iinstrumen ivital idalam imenjatuhkan iputusan iyang itidak ihanya isah isecara ihukum, itetapi 

ijuga iadil idan iberkeadaban. iPendekatan iholistik iini imemungkinkan ihakim iuntuk 

imempertimbangkan iberbagai ifaktor iyang imempengaruhi itindak ipidana, itermasuk istatus 

isosial idan iusia iterdakwa, isehingga iputusan iyang idihasilkan idapat imemenuhi itujuan 

ipemidanaan isecara ikomprehensif. i iOleh ikarena iitu, idalam imembahas idasar ipertimbangan 

ihakim ipada iputusan iNomor i217/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk, ipenting iuntuk imengkaji 

ibagaimana iketiga iaspek itersebut idiaplikasikan isecara iharmonis iuntuk imencapai ikeadilan 

iyang isesungguhnya. 
1) Aspek iYuridis 

Aspek iyuridis idalam iputusan iini imengacu ipada iketentuan iPasal i40 iayat i(2) ijo. iPasal i21 

iayat i(2) ihuruf ia iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1990 itentang iKonservasi iSumber iDaya 

iAlam iHayati idan iEkosistemnya. iMajelis iHakim iPengadilan iNegeri iTanjung iKarang 

imenyatakan iterdakwa iterbukti isecara isah idan imeyakinkan imelanggar iaturan ipidana 

itersebut. iNamun, ihakim itidak ihanya iberhenti ipada ipembuktian iformil, imelainkan ijuga 

imempertimbangkan inilai ikeadilan isubstantif idalam imenjatuhkan ipidana. iPenjatuhan 

iputusan ididasarkan ipada iketentuan inormatif iyang isecara ieksplisit imelarang imenangkap, 

imelukai, imembunuh, imenyimpan, imemelihara, imengangkut, idan imemperniagakan isatwa 

iyang idilindungi. 
Pembuktian iunsur idelik idilakukan iberdasarkan ialat ibukti isah isesuai iPasal i184 iKUHAP, 

iseperti iketerangan isaksi, iahli, isurat, ipetunjuk, idan iketerangan iterdakwa. iDalam iperkara iini, 

iterdakwa itertangkap itangan imemiliki isatu iekor ikucing ikuwuk idalam ikandang idan 

imengakui iniat imemperjualbelikan isatwa itersebut, isehingga iunsur iperbuatan imelawan 

ihukum idan iniat i(mens irea) iterpenuhi. iMenurut iRakhmad iFajeri, iaspek iyuridis itidak ihanya 

isoal ipembuktian iformil, itetapi ijuga ipenilaian iobjektif iterhadap ipelanggaran inorma ihukum 
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idengan ikesadaran, idi imana ihakim iharus imengaitkan iaturan iyuridis idengan ikeadilan iyang 

ihidup idalam imasyarakat. i(Bambang iSunggono. i1990) i 
Undang-Undang iNo. i5 iTahun i1990 imencerminkan ikomitmen inegara idalam imelindungi 

ikeanekaragaman ihayati, isehingga ipelanggaran iterdakwa imerupakan ipelanggaran iserius 

iterhadap ipublic iorder idi ibidang ilingkungan ihidup. iNamun, ihakim imemiliki idiskresi iuntuk 

imenilai itingkat ikesalahan, iniat, idan imotif iterdakwa iyang idapat imemengaruhi iberat 

iringannya ipidana. iDalam iteori ipemidanaan imodern, ihukum ipidana iharus imenjadi iupaya 

iterakhir i(ultimum iremedium) isetelah ilangkah ipreventif idan iadministratif igagal, isehingga 

ihakim imempertimbangkan iproporsionalitas ipemidanaan isesuai iurgensi iperlindungan 

isatwa iliar. 
Dari iperspektif ihukum iacara ipidana, iproses ipembuktian iberjalan isesuai idue iprocess iof 

ilaw, imemberikan ikesempatan iterdakwa imembela idiri isecara iadil idan imemastikan itidak iada 

icacat iformil idalam ipenangkapan, ipenyitaan, idan ipemeriksaan isaksi. iPutusan iini imemenuhi 

iasas ilegalitas, idue iprocess, idan ifair itrial. iRakhmad iFajeri imenambahkan ibahwa ihakim iharus 

imenginterpretasikan ihukum isecara ikontekstual iagar itidak imenimbulkan iketidakadilan, 

imenghindari ipenerapan ihukum iyang ikaku idan iformalistik, iserta imemperhatikan iratio ilegis 

iketentuan ipidana ilingkungan ihidup. 
Penjatuhan ipidana iwajib imemperhatikan iasas iproporsionalitas idan ikepastian ihukum, 

isejalan idengan iprinsip inullum icrimen, inulla ipoena isine ilege. iNorma iyang idigunakan ihakim 

ijelas irumusan idelik idan iancaman ipidananya. iPutusan ijuga imempertimbangkan 

iyurisprudensi iMahkamah iAgung iyang icenderung imeringankan ipidana ijika ipelaku ibukan 

isindikat idan imemiliki imotivasi iekonomi iterbatas. iRefi iMediantama imenilai ihakim 

imenjalankan ijudicial idiscretion isecara ibertanggung ijawab idengan imemahami itujuan 

iperlindungan isatwa iliar, iserta imengedepankan iprinsip iproporsionalitas idan irestoratif, 

iterutama imengingat istatus iterdakwa isebagai imahasiswa idan ikerugian iekologis iyang ibelum 

imasif. i(Bambang iWaluyo. i2018) 
Berdasarkan ianalisis itersebut, iaspek iyuridis imenunjukkan ihakim iberperan isebagai 

ipenafsir ihukum iprogresif, itidak ihanya icorong iundang-undang. iMeskipun iunsur ipidana 

itelah iterbukti isecara iformil, ihakim itetap imengedepankan iasas ilex ispecialis idan iultimum 

iremedium idalam ihukum ipidana ilingkungan. iPemidanaan idipandang isebagai iupaya ikorektif 

iproporsional, ibukan isatu-satunya ialat ipenegakan ihukum. iPutusan iini imencerminkan 

ipemahaman ibahwa ipenerapan ihukum ipidana iharus imencapai ikeadilan idan iperlindungan 

ihukum imenyeluruh idengan imempertimbangkan ikondisi isubjektif iterdakwa, isesuai iprinsip 

idiskresi ihakim idalam isistem ihukum imodern iyang imenafsirkan ihukum isecara ikontekstual 

itanpa ibertentangan idengan inorma ihukum ipositif. 
2) Aspek iFilosofis 

Aspek ifilosofis idalam iputusan ihakim imenegaskan ibahwa ipemidanaan itidak ihanya 

ibersifat irepresif, itetapi ijuga imemiliki ifungsi ipreventif idan iedukatif. iHakim iberkeyakinan 

ibahwa ipenjatuhan ipidana isecara iproporsional, idengan imemperhatikan ikualitas 

iperbuatan idan ikondisi isubjektif ipelaku, imencerminkan itujuan ipemidanaan iyang 

iberkeadilan idan isesuai idengan iasas iultimum iremedium, iyakni ipidana isebagai iupaya 

iterakhir isetelah ialternatif ipenyelesaian ilain idipertimbangkan. iPendekatan iini 

imenghindarkan ipenerapan ihukum iyang iberlebihan idan imerugikan ipelaku isecara isosial 

imaupun ipsikologis. 
Pemidanaan idipandang isebagai isarana imencapai ikeadilan iyang ilebih iluas, itidak 

isekadar ihukuman isemata, imelainkan ijuga ialat iuntuk imencegah ikejahatan idi imasa idepan 

idan imendidik ipelaku iserta imasyarakat. iHal iini isejalan idengan iteori ipemidanaan imodern 

iyang imenekankan ikeseimbangan iantara isanksi idan ifungsi ipreventif iserta iedukatif. 
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iWawancara idengan iRakhmad iFajeri imenguatkan ipandangan iini, ibahwa ipidana iyang 

iproporsional imengandung imakna isosial idan ikemanusiaan, iserta iberperan isebagai imedia 

itransformasi isosial iyang imembentuk ikesadaran ihukum ipelaku iagar imampu ihidup isesuai 

inorma idan inilai isosial. 
Prinsip iproporsionalitas ijuga imenjadi iperhatian ipenting idalam iputusan iini, idi imana 

ihukuman idisesuaikan idengan itingkat ikesalahan idan ikarakteristik ipelaku. iPendapat iM. 

iAngga iMahatama imenegaskan ibahwa ituntutan ipidana iharus imempertimbangkan 

ikeunikan isetiap ikasus idan ipelaku, isehingga ihakim imemiliki ikebebasan idiskresi iuntuk 

imenjatuhkan ipidana idi ibawah iatau idi iatas ituntutan ijaksa iberdasarkan ipertimbangan 

ikualitas iperbuatan idan ikondisi isubjektif iterdakwa. iHal iini imenunjukkan ipenerapan 

ifilosofi ihukum iyang ikontekstual idan ihumanis idalam isistem iperadilan. i(Emilia iSusanti idan 

iEko iRaharjo. i2018) i 
Selain iitu, iaspek ipreventif idalam ipemidanaan ibertujuan imemberikan iefek ijera itidak 

ihanya ikepada ipelaku itetapi ijuga imasyarakat iluas iagar itidak imeniru itindak ipidana 

itersebut. iFilosofi ipemidanaan iyang iberorientasi ipada ikeadilan isubstantif imenuntut 

ihakim imenjaga ikeseimbangan iantara ikepentingan ipelaku idan ikorban idengan 

imengintegrasikan inilai imoral, isosial, idan ihukum. iPernyataan iRakhmad iFajeri 

imenegaskan ibahwa iputusan ipidana iyang iproporsional idan iberimbang idapat imembangun 

ikepercayaan imasyarakat iterhadap isistem iperadilan iyang imanusiawi idan iadil. 
Berdasarkan ianalisis itersebut, isudut ipandang ifilosofis ipemidanaan iyang 

imengintegrasikan ifungsi irepresif, ipreventif, idan iedukatif imencerminkan ipendekatan 

ihukum ipidana iyang ihumanis idan ikontekstual. iPutusan ihakim idalam iperkara iini 

imenunjukkan ikeseimbangan iantara ipenegakan ihukum idan iperlindungan inilai 

ikemanusiaan, isesuai idengan iasas iultimum iremedium. iDengan idemikian, ipidana itidak 

ihanya imenjadi ialat ipemaksa, itetapi ijuga iinstrumen ipembinaan imoral idan isosial iyang 

ibertujuan imemperbaiki iperilaku ipelaku isekaligus imenjaga iketertiban imasyarakat isecara 

ilebih iluas. 
3) Aspek iSosiologis 

Aspek isosiologis idalam iputusan ihakim isangat imemperhatikan ikeadaan isosial idan 

ilatar ibelakang iterdakwa. iHakim imempertimbangkan ibahwa iterdakwa iadalah iseorang 

imahasiswa imuda iyang imemiliki imasa idepan, isehingga ipidana iyang idijatuhkan itidak 

isemata-mata ibertujuan imenghukum, imelainkan ijuga imemberikan iruang ibagi irehabilitasi 

isosial iagar iterdakwa idapat ikembali imenjadi ianggota imasyarakat iyang ibertanggung 

ijawab. iPendekatan iini isejalan idengan ipandangan iSatjipto iRahardjo ibahwa ihukum iharus 

iberpihak ipada ikeadilan isubstantif idan iresponsif iterhadap irealitas isosial, ibukan ihanya 

imenjadi ialat irepresif iyang ikaku. 
Pertimbangan isosiologis iini imenegaskan ibahwa ipidana ibukan ihanya ialat ipembalasan, 

itetapi ijuga isarana ipembinaan idan irehabilitasi ipelaku. iHakim imenilai ibahwa ipidana 

ipenjara iyang iterlalu iberat idapat imerusak imasa idepan iterdakwa, iterutama ikarena iniat 

ijahat i(mens irea) iyang irendah. iPendekatan iini isesuai idengan iteori isocial idefense, iyang 

imenekankan imanfaat ipembinaan ibagi imasyarakat idibandingkan ihukuman iberat iyang 

iberpotensi imenimbulkan istigma isosial, ipengucilan, idan ikemiskinan istruktural. iSelain iitu, 

ilingkungan ikeluarga idan ipergaulan iterdakwa iyang ikurang imemahami ikonservasi isatwa 

iliar ijuga imenjadi ipertimbangan ipenting idalam ikonteks iedukasi ihukum. 
Dalam iperspektif irestorative ijustice, ipidana iringan idengan ipendekatan iedukatif 

idianggap ilebih iefektif iuntuk imemulihkan ihubungan isosial iantara ipelaku, ikorban i(negara 

iatau imasyarakat), idan ikomunitas isekitar. iPendekatan iini imembantu ipelaku imenyadari 

ikesalahan idan imemperbaiki idiri, isekaligus imenjaga ikepercayaan ipublik iterhadap isistem 
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iperadilan ipidana. iHakim, idengan imempertimbangkan ilatar ibelakang isosial iterdakwa, 

imenunjukkan itanggung ijawab isosial idalam imenjalankan ifungsi ihukum isebagai ialat 

ipengarah iperilaku imasyarakat, ibukan isekadar ipemberi iefek ijera. 
Namun idemikian, iterdapat ikritik ibahwa ipenekanan iberlebihan ipada iaspek isosial 

idapat imelemahkan ifungsi ihukum isebagai ialat ipenegakan ikeadilan idan ipencegahan 

ikejahatan. iHukum iharus itetap imenegakkan iprinsip ikesetaraan idi idepan ihukum iagar itidak 

imenimbulkan ikesan idiskriminasi iatau iperlakuan ikhusus iyang idapat imerusak 

ikepercayaan imasyarakat. iPenekanan isosial iyang iterlalu idominan iberisiko imengaburkan 

itujuan iutama ipemidanaan, iyaitu imemberikan iefek ijera idan imencegah ipengulangan itindak 

ipidana. 
Kritik ilain imenyoroti ibahwa idalam imasyarakat iyang ikompleks idan iplural, ihukuman 

iyang iterlalu ilunak ibagi ipelaku ipelanggaran iserius idapat imenimbulkan iketidakadilan ibagi 

ikorban idan imasyarakat iluas. iOleh ikarena iitu, iaspek isosiologis iharus idipadukan idengan 

ipendekatan inormatif idan ikeadilan iformal iagar isistem ipemidanaan itetap iobjektif, imenjaga 

iketertiban, idan imemberikan irasa ikeadilan iyang iseimbang ibagi isemua ipihak. iPendekatan 

iini imemastikan ibahwa ihukum itidak ihanya ihumanistik, itetapi ijuga iefektif idalam 

imenegakkan ikeadilan isosial. 
3. 2 Kesesuaian iPutusan iHakim idengan iTujuan iPemidanaan 

Pemidanaan imerupakan isalah isatu iinstrumen iutama idalam isistem iperadilan ipidana 

iyang ibertujuan iuntuk imenegakkan ikeadilan idan imenjaga iketertiban isosial. iSecara iumum, 

itujuan ipemidanaan itidak ihanya iuntuk imenghukum ipelaku itindak ipidana, itetapi ijuga iuntuk 

imencegah iterjadinya ikejahatan idi imasa idepan, ibaik imelalui iefek ijera ibagi ipelaku imaupun 

imasyarakat iluas. iMenurut iSoerjono iSoekanto, ipemidanaan iberfungsi isebagai isarana 

ikorektif iuntuk imemperbaiki iperilaku ipelaku iagar itidak imengulangi itindak ipidananya iserta 

isebagai isarana ipreventif iuntuk imemberikan iperingatan ikepada imasyarakat iagar itidak 

imelakukan ipelanggaran iserupa. i(Eugen iEhrlich. i2007) i 
Selain ifungsi ikorektif idan ipreventif, ipemidanaan ijuga imemiliki itujuan irehabilitatif, 

ikhususnya idalam ikonteks ipelaku iyang imasih imemiliki ipotensi iuntuk imemperbaiki idiri. iHal 

iini iditegaskan ioleh iAndi iHamzah iyang imenyatakan ibahwa ipemidanaan idapat idiarahkan 

iuntuk imembina idan imengembalikan ipelaku ike idalam ikehidupan imasyarakat iyang 

iproduktif, isehingga iproses ipemidanaan itidak ihanya iberupa ihukuman, itetapi ijuga isebagai 

ikesempatan iuntuk iperubahan ipositif. i iPendekatan iini isemakin ipenting idalam isistem 

iperadilan imodern iyang ilebih imengedepankan iaspek ikemanusiaan idan ipembangunan 

ikarakter. 
Tujuan ipemidanaan ijuga iberorientasi ipada iaspek irestoratif, iyakni ipemulihan ihubungan 

isosial iyang irusak iakibat itindak ipidana. i iRestorative ijustice imenekankan ipentingnya 

imemperbaiki ikerugian iyang idialami ikorban iserta imengembalikan iharmoni idalam 

imasyarakat. iMenurut iBazemore idan iUmbreit, ipemidanaan iyang iberlandaskan ikeadilan 

irestoratif idapat imeningkatkan irasa ikeadilan idan ikepuasan ikorban isekaligus imendorong 

ipelaku iuntuk ibertanggung ijawab isecara iaktif idalam iproses ipemulihan. i 
Konteks ipenegakan ihukum idi iIndonesia, itujuan ipemidanaan isemakin idiperkaya 

idengan iprinsip ikeadilan isosial iyang iberlandaskan iPancasila. iHal iini isesuai idengan ipendapat 

iSatjipto iRahardjo iyang imenyatakan ibahwa ipemidanaan iharus imemperhatikan inilai-nilai 

ikeadilan isosial idan ikemanusiaan, ibukan isemata-mata ipembalasan iatau ibalas idendam. i iOleh 

ikarena iitu, ihakim idan iaparat ipenegak ihukum iharus imengedepankan iasas ikeadilan 

isubstantif idalam imenjatuhkan ihukuman, iagar itercapai itujuan ihukum iyang isesungguhnya 
1) Preventif 
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Putusan ihakim idalam iperkara iperdagangan isatwa iliar ijenis ikucing ikuwuk 

imenunjukkan ipenerapan ifungsi ipreventif iyang ikuat idalam ipemidanaan. iPutusan iini 

imemberikan isinyal ijelas ikepada imasyarakat ibahwa imemperniagakan isatwa iliar iyang 

idilindungi iadalah itindakan imelanggar ihukum idengan ikonsekuensi ipidana iyang iserius. 

iDengan idemikian, imasyarakat idiharapkan imenjadi ilebih isadar idan iberhati-hati idalam 

imemperlakukan isatwa iliar, ikhususnya iyang idilindungi ioleh iundang-undang. iEfek ijera 

iyang idihasilkan itidak ihanya ibersifat irepresif, itetapi ijuga ipreventif, isehingga idapat 

imencegah ipotensi ipelanggaran iserupa idi imasa idepan. 
Dari isisi isosial, iputusan iini ijuga iberperan isebagai iinstrumen iedukatif iyang 

imeningkatkan ikesadaran ihukum imasyarakat iterhadap iperlindungan isatwa iliar. iPendapat 

ipara iahli iseperti iRakhmad iFajeri idan iM. iAngga iMahatama imenegaskan ibahwa ivonis iini 

ibukan isekadar ihukuman, imelainkan isarana iuntuk imembangun ipublic iawareness idan 

imenanamkan ipemahaman ibahwa isetiap itindakan iterhadap isatwa iliar imemiliki 

ikonsekuensi iserius. iPendekatan ipreventif iini ijuga ididukung ioleh istrategi idiseminasi 

ihukum idan iedukasi imelalui imedia imassa iserta ipelibatan iaparat ipenegak ihukum, isehingga 

inorma ihukum imenjadi ibagian idari ikesadaran ikolektif. i(Esensi. i2024) i 
Pemidanaan ipreventif idalam iputusan iini ijuga imenuntut iaparat ipenegak ihukum iuntuk 

ilebih iaktif imelakukan ipengawasan idan ipencegahan idini, iseperti ipatroli irutin idan 

ipengawasan iberbasis iintelijen ioleh iPenyidik iPegawai iNegeri iSipil i(PPNS) ikehutanan. iHal 

iini ipenting iuntuk imenekan iangka ipelanggaran iperdagangan isatwa iliar iyang isemakin 

imeningkat, ibaik isecara ionline imaupun ioffline. iDengan imenekankan ipentingnya imenjaga 

ikeseimbangan ihayati idan ikerugian iekologis, iputusan iini iselaras idengan iUndang-Undang 

iNomor i5 iTahun i1990 itentang iKonservasi iSumber iDaya iAlam iHayati idan iEkosistemnya. 
Dampak ipreventif idari iputusan ijuga iterlihat idari iperubahan iperilaku imasyarakat, idi 

imana ikomunitas ipecinta ihewan imulai imengadakan isosialisasi iterkait isatwa idilindungi 

idan ipentingnya ikonservasi. iSelain iitu, iBalai iKonservasi iSumber iDaya iAlam i(BKSDA) iturut 

imemperketat ipengawasan idan imeningkatkan ikoordinasi idengan iaparat ipenegak ihukum. 

iPutusan iini imemperkuat ilegitimasi itindakan ipreventif iBKSDA idan imenjadi icontoh inyata 

ibahwa isistem iperadilan itidak imentolerir iaktivitas iyang imembahayakan ikelangsungan 

ihidup ispesies ilangka. 
Secara iakademis, ipendekatan ipreventif iyang iditerapkan ihakim imencerminkan 

ipergeseran iparadigma ihukum ipidana idari isekadar ipenghukuman imenjadi ipendekatan 

irestoratif idan iedukatif. iPemidanaan iyang iefektif iharus idibarengi idengan ipenegakan 

ihukum iyang ikonsisten iagar itidak imelemahkan iefek ipencegahan. iDengan idemikian, 

iputusan iini itidak ihanya irelevan isecara ihukum, itetapi ijuga istrategis idalam imendukung 

iagenda iperlindungan isatwa idan ikeberlanjutan ilingkungan, imenjadikan ihukum ipidana 

isebagai ialat iperubahan isosial iyang ipenting idalam ikonteks ikonservasi idi iIndonesia. 
2) Korektif idan iRehabilitatif 

Pemidanaan iyang idijatuhkan ioleh ihakim idalam iperkara iini imemperhatikan iaspek 

ikorektif idan irehabilitatif idengan imempertimbangkan ipotensi iperbaikan ipelaku, 

ikhususnya iterdakwa iyang imasih iberstatus imahasiswa. iVonis iyang itidak iterlalu iberat 

idiharapkan idapat imemberikan ikesempatan ibagi iterdakwa iuntuk imenjalani imasa 

ihukuman isebagai iproses ipembelajaran idan irefleksi idiri, ibukan isebagai ibeban istigma 

isosial iyang iberkepanjangan. iPendekatan iini isejalan idengan iprinsip ibahwa ipemidanaan 

itidak ihanya iberfungsi isebagai ipenghukuman, itetapi ijuga isebagai isarana ipembinaan idan 

ireintegrasi isosial iagar ipelaku idapat ikembali imenjadi ianggota imasyarakat iyang iproduktif. 
Para iahli iseperti iNugroho, iSuryanto, idan iM. iAngga iMahatama imenekankan 

ipentingnya ipendekatan ikorektif idan irehabilitatif iyang iberlandaskan ipada iteori 
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irestorative ijustice. iPendekatan iini imenitikberatkan ipada ipemulihan ihubungan isosial idan 

ireintegrasi ipelaku, iterutama ibagi imereka iyang imasih idalam imasa ipendidikan idan 

ipembentukan ikarakter. iHakim ijuga iharus imempertimbangkan iaspek ipsikologis idan 

isosial iterdakwa iagar ihukuman iyang idijatuhkan itidak ibersifat idestruktif, imelainkan 

imengandung iunsur ipembinaan iyang iefektif iuntuk imencegah iresidivisme idan imendorong 

iperubahan ipositif. 
Relevansi ipendekatan ikorektif idan irehabilitatif iini ijuga ididukung ioleh iakademisi 

iseperti iRefi iMediantama idan iBarda iNawawi iArief iyang imenilai ibahwa itujuan iutama 

ipemidanaan iadalah imenciptakan iperubahan iperilaku ipelaku ike iarah iyang ilebih ibaik. 

iVonis iyang iproporsional idan ihumanis itidak ihanya imemenuhi iunsur ikeadilan iretributif, 

itetapi ijuga imengandung inilai ikeadilan isosial idan ikorektif. iHal iini ipenting iuntuk 

imenghindarkan ipelaku idari istigma isosial iyang idapat imemperberat iproses irehabilitasi 

idan imeningkatkan irisiko ipengulangan itindak ipidana. i(Nurul iHuda. i2019) i 
Keberhasilan ipemidanaan ikorektif idan irehabilitatif isangat ibergantung ipada 

idukungan isosial idan ilingkungan iyang ikondusif, itermasuk iprogram ipendampingan idan 

ipembinaan iyang iterstruktur. iAlternatif ipidana iseperti iprobation, ipembebasan ibersyarat, 

iatau ipemidanaan ibersyarat idapat idimanfaatkan iuntuk imeningkatkan iefektivitas 

ireintegrasi isosial idan imenurunkan iangka iresidivisme. iKolaborasi iantara iaparat ipenegak 

ihukum, iakademisi, idan imasyarakat imenjadi ikunci idalam imenciptakan isistem 

ipemidanaan iyang iberkeadilan idan iefektif. 
Penulis imenilai ibahwa ivonis iyang iberorientasi ipada ipembinaan idan irefleksi iini 

imencerminkan iperkembangan iteori ipemidanaan iyang isemakin ihumanis idan iprogresif. 

iNamun, iimplementasi ipendekatan ikorektif idan irehabilitatif iharus ididukung ioleh 

ikebijakan iholistik idan ifasilitas irehabilitatif iyang imemadai, iseperti ikonseling ipsikologis 

idan ipendidikan ihukum. iTanpa idukungan itersebut, ivonis iringan iberisiko ihanya imenjadi 

iformalitas itanpa imemberikan iperubahan isignifikan ibagi ipelaku. iOleh ikarena iitu, isinergi 

iantara iberbagai ipihak isangat idiperlukan iagar itujuan ikorektif idan irehabilitatif idapat 

itercapai isecara ioptima. 
3) Restoratif 

Pendekatan ikeadilan irestoratif i(restorative ijustice) idalam iputusan ihakim iterkait 

itindak ipidana iperdagangan isatwa iliar, imeskipun itidak isecara ieksplisit idisebutkan, 

itampak ijelas idalam isemangat ipemulihan ihubungan iantara ipelaku, ikorban, idan 

imasyarakat. iHal iini itercermin idari ipertimbangan ihakim iyang imenekankan ipentingnya 

iedukasi idan ikolaborasi imultidisipliner idengan ilembaga iseperti iBalai iKonservasi iSumber 

iDaya iAlam i(BKSDA). iPendapat iahli ihukum idan iakademisi imenegaskan ibahwa ipenegakan 

ihukum iterhadap ikejahatan ilingkungan iharus imelibatkan ikoordinasi iantara iaparat 

ipenegak ihukum, ilembaga ikonservasi, idan imasyarakat, iserta isosialisasi imengenai 

ipentingnya imenjaga iekosistem idan isatwa iyang idilindungi. 
Keadilan irestoratif imenitikberatkan ipada ipemulihan ikerusakan isosial idan iekologis 

iyang iditimbulkan ioleh itindak ipidana imelalui idialog idan ireparasi. iPendekatan iini irelevan 

iuntuk ikasus ikejahatan iterhadap isatwa iliar ikarena itidak ihanya ibersifat irepresif, itetapi 

ijuga imengedepankan iaspek iedukasi idan ipemulihan. iHakim idalam iputusan iini 

imenunjukkan ikesadaran ihukum iyang iberkembang idengan imenjadikan ihukuman isebagai 

isarana irekonstruksi ihubungan isosial iyang irusak, isekaligus imengurangi istigma isosial idan 

imembuka ipeluang ireintegrasi ipelaku ike imasyarakat. i(M. iYahya iHarahap. i2019) i 
Peran ilembaga ikonservasi iseperti iBKSDA isangat ipenting idalam imendukung 

ipendekatan irestoratif iini, itidak ihanya imelalui ipenegakan ihukum, itetapi ijuga iedukasi idan 

ipengawasan ihabitat isatwa. iSinergi iantara iaparat ihukum, ilembaga ikonservasi, idan 

imasyarakat imenjadi ikunci ikeberhasilan iperlindungan isatwa iliar isecara iberkelanjutan. 
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iPendekatan imultidisipliner iini imemungkinkan ipenanganan ikejahatan ilingkungan iyang 

ilebih ikomprehensif idan iefektif, iserta imendorong ikesadaran ikolektif idalam imenjaga 

ikelestarian ialam. 
Dukungan imasyarakat imelalui iprogram isosialisasi idan iedukasi imenjadi ielemen ivital 

idalam iimplementasi ikeadilan irestoratif. iKesadaran ikolektif iyang iterbentuk iakan 

imemperkuat iupaya iperlindungan isatwa idan iekosistemnya. iPendekatan iini itidak ihanya 

imenuntut ipelaku ibertanggung ijawab isecara iaktif idalam imemperbaiki ikerugian, iseperti 

imelalui irehabilitasi ihabitat, itetapi ijuga imembangun irasa ikeadilan iyang ilebih ibermakna 

idan iberkelanjutan idi imasyarakat. iHal iini isejalan idengan ipandangan ipara iakademisi iyang 

imenekankan ipentingnya iintegrasi iaspek ihukum, isosial, idan ilingkungan idalam ipenegakan 

ihukum ipidana ilingkungan. i(Panggabean i& iRahayu. i2023) i 
Secara ikeseluruhan, iputusan ihakim idalam iperkara iini itelah imencerminkan 

ipenerapan itujuan ipemidanaan iyang ikomprehensif, imeliputi iaspek ipreventif, ikorektif-
rehabilitatif, idan irestoratif. iHakim itidak ihanya imenerapkan ihukum isecara inormatif, 

itetapi ijuga imempertimbangkan ikeadilan isubstantif idengan ipendekatan ikontekstual 

iterhadap ipelaku, ijenis itindak ipidana, iserta idampak isosial idan iekologis. iPendekatan iini 

imencerminkan isemangat ihukum iprogresif iyang imendorong iperan iaktif isistem iperadilan 

idalam imenyelesaikan imasalah ilingkungan isecara imenyeluruh idan iberkeadilan. 
 

4. i KESIMPULAN i 
 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ianalisis iyang itelah idilakukan, iberikut iadalah 

ibeberapa ikesimpulan iutama: i 

1) Dasar ipertimbangan ihakim idalam imenjatuhkan iputusan iterhadap iperkara iNomor 

i217/Pid.B/LH/2023/PN iTjk itelah imencerminkan ipenerapan iasas-asas ihukum iyang 

imenyeluruh, iyakni imempertimbangkan iaspek iyuridis, isosiologis, idan ifilosofis. iSecara 

iyuridis, ihakim itelah imengacu ipada iketentuan iperaturan iperundang-undangan iyang 

iberlaku imengenai iperlindungan isatwa iliar; isecara isosiologis, imempertimbangkan 

ilatar ibelakang ipelaku iyang imasih imuda idan irespons imasyarakat iterhadap ikejahatan 

iterhadap ilingkungan; idan isecara ifilosofis, imengedepankan inilai ikeadilan idan 

ikemanfaatan ihukum. iPenjatuhan ipidana iyang ilebih iringan idari ituntutan ijaksa itidak 

iberarti imengabaikan ikeadilan, itetapi imenunjukkan ipertimbangan imendalam idari 

ihakim iterhadap ipotensi irehabilitasi iterdakwa idan ikonteks isosial iyang 

imelatarbelakangi itindak ipidana itersebut. 
2) Putusan ihakim idalam iperkara iNomor i217/Pid.B/LH/2023/PN iTjk idinilai itelah isesuai 

idengan itujuan ipemidanaan, ikarena itidak ihanya imenekankan iaspek ipembalasan 

i(retributif), itetapi ijuga imengedepankan itujuan ipreventif, ikorektif-rehabilitatif, idan 

irestoratif. iHakim imempertimbangkan iusia idan ilatar ibelakang iterdakwa iyang imasih 

imuda isebagai idasar iuntuk imenjatuhkan ipidana iyang iproporsional idan imendidik, 

isehingga idiharapkan iterdakwa idapat imemperbaiki idiri idan itidak imengulangi 

iperbuatannya. iSelain iitu, ipertimbangan iterhadap idampak iekologis idari itindak ipidana 

iyang idilakukan imenunjukkan iadanya ikesadaran iakan iperlunya ikeadilan irestoratif 

idalam ikonteks ipelestarian i 
 

5. i DAFTAR iPUSTAKA i i 

 
Achmad iSantosa. i“Peran iPertimbangan iHakim idalam iSistem iPeradilan iPidana.” iJurnal 

iHukum idan iPembangunan, iVol. i49 iNo. i2, i2019. 



M. Arya Putra Akbari 
Global iResearch iand iInnovation iJournal i(GREAT) iVol i1, iNo. i2, i2025, iHal  1931-1943 

 
 i 

1943 i i 
 i i 

Andi iHamzah. i“Pemidanaan idalam iPerspektif iModern.” iJurnal iHukum i& iPembangunan, iVol. 

i48 iNo. i2, i2018. 
Arbijoto. i2010. iKebebasan iHakim: iAnalisis iKritis iterhadap iPeran idalam iMenjalankan 

iKekuasaan iKehakiman. iJakarta: iDiadit iMedia. 
Arif, iBarda iNawawi. i1984. iSari iKuliah iHukum iPidana iII. iJawa iTengah: iUniversitas 

iDiponegoro. 
Bambang iWaluyo. i“Fungsi iPreventif idalam iHukum iPidana.” iJurnal iKriminologi iIndonesia, 

iVol. i6 iNo. i2, i2018. 
Eugen iEhrlich. i“The iSociology iof iLaw.” iInternational iJournal iof iLaw iand iSociology, iVol. i15, 

i2017. 
 iAndrisman, iTri. i2013. iAsas idan iDasar iAturan iUmum iHukum iPidana iIndonesia iserta 

iPerkembangannya idalam iKonsep iKUHP i2013. iBandar iLampung: iAURA iPublishing. 
Jurnal iESENSI iHukum. i“Penegakan iHukum iPerdagangan iSatwa iLiar–Hewan iKukang.” 

iDesember i2024. 
M. iYahya iHarahap. i“Fungsi idan iTujuan iPemidanaan.” iJurnal iIlmu iHukum, iVol. i25 iNo. i3, i2019. 
Marpaung, iLeden. i2009. iAsas iTeori iHukum iPidana. iJakarta: iSinar iGrafika. 
Martitah. i2013. iMahkamah iKonstitusi: iDari iNegative iLegislature ike iPositive iLegislature. 

iJakarta: iKonstitusi iPress. 
Moeljatno. i2008. iAsas-Asas iHukum iPidana, iCet. i8 iEdisi iRevisi. iJakarta: iRineka iCipta. 
Nurul iHuda. i“Kebebasan iHakim idalam iMenjatuhkan iPutusan.” iJurnal iHukum idan 

iPembangunan, iVol. i44 iNo. i4, i2019. 
Panggabean i& iRahayu. i“Sanksi iPidana iBagi iPelaku iPerdagangan iSatwa iLiar iyang iDilindungi 

iSecara iIllegal.” iUNES iLaw iReview, i2023. 
Penerapan iSanksi iPidana idalam iTindak iPidana iPerdagangan iSatwa iLiar. iJurnal iEkologi 

iBirokrasi, i2023. 
Sudarto. i1986. iKapita iSelekta iHukum iPidana. iBandung: iAlumni. 
Sunggono, iBambang. i1990. iMetode iPenelitian iHukum. iJakarta: iGhalia iIndonesia. 
Susanti, iEmilia idan iEko iRahardjo. i2018. iBuku iAjar iHukum idan iKriminologi. iBandar 

iLampung: iAURA iPublishing. 

 
 i i 
 i 


